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PENDAHULUAN 
 
 
 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

 

Perkembangan kecanggihan teknologi memudahkan setiap orang untuk 

berkomunikasi bahkan bertransaksi satu dengan yang lainnya, membantu 

masyarakat untuk mencari informasi dan melakukan berbagai aktivitas transaksi 

bisnis atau transaksi jual beli melalui online shop. Internet pun telah memberikan 

kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan atau industri maupun 

pemerintah. 
 
 

Perkembangan teknologi internet disadari telah memberikan kemudahan, 

terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan 

teknologi internet juga banyak menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru 

bagi banyak orang. Seiring dengan perkembangan teknologi internet yang pesat, 

orang-orang tertentu juga dapat menyalahgunakan sarana teknologi ini untuk 

melakukan kejahatan. Salah satu dampak negatif teknologi saat ini adalah dapat 

munculnya penipuan melalui media internet yang sudah sering terjadi di 

masyarakat. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan media online melalui 

media portal seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada atau media sosial seperti 

Twitter dan Facebook.
1 

 

Internet dan jejaring sosial tidak hanya berfungsi sebagai media informasi 

dan media komunikasi saja namun juga sebagai tempat jual beli. Maka kini 

berbelanja tak harus lagi dilakukan dengan penjual ditempat mereka. Toko online 

kini semakin banyak yang berkambang, dengan semakin banyak toko online yang 

ada kita jadi lebih mudah mencari dan memilih barang sesuai keperluan yang kita 
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inginkan dan masyarakat saat ini lebih menyukai semua hal yang lebih berbau 

praktis.
2 

 

Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, 

karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah 

diperoleh, serta melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis 

selanjutnya.
3 

  

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan 

teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena 

kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat 

pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama 

sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Salah satu hasil kemajuan 

teknologi yaitu penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi 

masyarakat. Melalui internet kita dapat mengetahui berbagai hal, mulai dari media 

sosial, aplikasi, berita, gaya hidup, bahkan kita dapat melakukan kegiatan 

berbelanja yang dalam istilah internet sering disebut online shop. Melisa 

mengatakan bahwa menggunakan e-commerce dalam melakukan transaksi bisnis 

akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen.
4 

 

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaat dalam kehidupan sosial 

masyarakat dan memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor perusahaan, bisnis, 

pemerintahan, perbankan, pendidikan, kehidupan pribadi, dan kesehatan. Manfaat 

teknologi informasi dan komunkasi selain memberikan dampak positif juga didasari 

memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (cyber crime). 

Sehingga dapat dikatan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan seperti 

pedang yang bermata dua, dimana satu sisinya memberikan 
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konstribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan bagi peradaban 

manusia dan di sisi lainnya menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk 

melakukan perbuatan melawan hukum.
5 

 

Cyber crime adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menjadikan 

internet dan komputer sebagai medium melakukan tindakan kriminal.Masalah 

yang berkaitan dengan kejahatan jenis ini misalnya hacking, pelanggaran hak 

cipta, pornografi anak, dan eksploitasi anak.Juga termasuk pelanggaran terhadap 

privasi ketika informasi rahasia hilang atau dicuri, dan lainnya. 
 
 

Sistem perdagangan yang semakin modern dan kompleks membuat 

persoalan perlindungan konsumen juga semakin kompleks. Dengan adanya 

berbagai teknologi informasi termasuk internet, sistem perdagangan lebih mudah 

dijalankan oleh manusia tanpa menekan jumlah tenaga kerja, biaya, serta 

memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan. Teknologi informasi dapat 

dikatakan sebagai pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik 

dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan.
6 

 

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum 

Siber. Istilah “Hukum Siber” diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, saat ini 

secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan 

teknologi informasi.
7
 Istilah lain yang digunakan adalah hukum Dunia Maya (Virtual 

World Law), Hukum Teknologi Informasi (Law Of Information Technology), dan 

hukum Mayantara. Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui 

jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi. 

 

Transaksi jual beli melalui media internet biasa dikenal dengan istilah e-

commerce. Sistem jual beli online seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen 

dalam melakukan tranaksi jual beli. Proses transaksi online ada dasarnya 
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tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi 

secara online menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak Elektonik. 

Kontrak Elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem 

Elektronik. Electronic commerce (e-commerce) merupakan bentuk perdagangan 

yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Perdagangan jarak jauh 

dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi 

membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis.
8 

  

Perkembangan e-commerce membawa banyak perubahan terhadap sektor 

aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut 

ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula 

berbasis di dunia nyata (real), kemudian mengembangkannya ke dunia maya 

(virtual).
9
 Dalam melakukan kegiatan e-commerce, tentu saja memiliki peraturan 

terutama di negara Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Walaupun belum secara 

keseluruhan mencakup atau mengatur segala perbuatan atau kegiatan di dunia 

maya. 

 

Mengenai transaksi E-commerce yakni dikarenakan para pihak tidak 

bertemu secara fisik, sehingga kesepakaan antar kedua belah pihak dilakukan 

secara elektronik. Akibatnya prinsip hukum yang berlaku dalam dunia nyata, 

seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi 

dinyatakan berlaku menjadi sulit ditentukan. Semakin canggih teknologi informasi 

ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya 

adalah belanja via toko online. 

 

Melalui media sosial maupun sius-situs belanja online, kebutuhan sehari-

hari akan cepat terpenuhi tanpa mencarinya langsung di pasaran, cukup dengan 
 
 

 
8 Freddy Harris, 2000, Aspek Hukum Transasksi secara Elektronik, Jakarta tnp, hlm.  7.  

9 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan 
Hukum di Indonesia, 2005, Yogyakarta Pustaka Belajar, hlm. 2. 
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memesan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, kemudian 

melakukan pembayaran transfer melalui rekening, maka proses belanja akan 

menjadi lebih mudah. Namun demikian, bertransaksi secara online ini memiliki 

kendala terutama dalam hal kepercayaan dari pembeli. Hal ini dapat dimaklumi 

mengingat tingkat penipuan secara online cukup tinggi, ditambah fakta bahwa 

Indonesia adalah negara dengan tingkat cyber crime yang sangat tinggi.
10 

  

Perlu dipahami bahwa dalam penggunaan sistem elektronik ada dua hal 

mendasar yang harus diperhatikan. Pertama, teknologi merupakan hasil temuan 

manusia yang tentunya akan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam system 

teknisnya. Kedua, teknologi selain memiliki kelemahan dalam sistem teknisnya 

juga mempunyai ketidakpastian dalam segi jaminan kepastian hokum.
11 

 

Iman Sjahputra mengatakan bahwa seringkali kasus penipuan dalam 

transaksi elektronik tidak dilaporkan kepihak berwenang karena nilai transaksinya 

dianggap tidak terlalu besar. Menurut Iman, masih banyaknya penipuan dalam 

transaksi elektronik karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi 

Keandalan yang diamanatkan Pasal 10 UU ITE.
12 

 

Secara normatif dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan baru yang berlaku dan 

semua penduduk dianggap telah mengetahui. Sebagai sebuah produk hukum dari 

kekuasaan Negara, undang-undang tersebut mempunyai fungsi sebagai alat kontrol 

negara terhadap sistem informasi dan transaksi elektronik yang bebas. Namun 

demikian ada beberapa hambatan yang dikatakan mengganggu efektifitas Undang-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu antara lain, pertama, dalam 

efektifitas peraturan belum adanya pengaturan terhadap tindak pidana penipuan 

dengan menggunakan komputer. Kedua, dalam efektivitas tujuan undang- 
 
 
 

 
10 Ade Maman Suherman, 2005, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global,Bogor Ghalia 

Indonesia, hlm .190.  
11 Rosyad, 2002, “E-commerce Meningkatkan Efisiensi”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18, No. 4

  

(Maret, 2002).  

12 Iman Sjahputra, 2010, Konsumen masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik, Jakarta, 
hlm. 10. 
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undang tersebut dikatakan belum mampu mencapai tujuan yang dimuat 

didalamnya. Perlu dilakukan beberapa pembenahan sistem dalam kehidupan 

masyarakat sebagai subyek hukum dan sebagai pengguna sarana teknologi 

informasi elektronik. 

 

Media sosial saat ini banyak dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan 

penipuan. Mereka menawarkan barang-barang jualan seperti komestik, fashion 

seperti baju, celana, sepatu dan lainnya juga elektronik. Modus para pelaku yaitu 

dengan memejengkan barang dagangan orang lain. Pelaku mengambil foto atau 

gambar yang memang sudah terpampang di akun orang lain atau google. 
 
 

Setelah konsumen teperdaya dengan produk itu, biasanya pelaku tidak 

menyediakan penjualan Cash On Delivery atau Pembayaran di tempat (COD) atau 

datang ke lokasi penjualan dengan alasan adanya wabah Covid-19. Modus mereka 

melakukan penjualan apabila konsumen lebih dulu melakukan administrasi 

pembayaran melalui rekening. 

 

Salah satu korban, ZA dan NMN (21 dan 21). Mereka mengaku uang sebesar 

Rp. 1.000.000 juta (ZA) dan Rp. 1,500.000 juta (NMN) miliknya raib karena ditipu 

oleh orang tak bertanggung jawab. Kasus itu bermula ketika ia hendak membeli 

sepatu sneakers bermerk compass melalui media sosial Instagram. Mereka tertipu 

dengan akun fake salah satu penjual sepatu sneakers terkemuka. Penipu tersebut nekat 

mengatasnamakan toko termuka hingga nama penjual. Saat proses dia diminta untuk 

bertransaksi melalui rekening. Setelah dia melakukan transfer rekening, barang yang 

ia beli tak kunjung diantar. Malahan, ia menunggu hingga waktu sekitar satu minggu 

lebih. Setelah itu, dia mencoba melacak akun Instagram dan ditemukan akun resmi. 

Setelah merekka berkonsultasi ternyata memang banyak akun yang dipalsukan oleh 

orang tak bertanggung jawab. 

 

Dalam kurung waktu 6 (enam) tahun terakhir, telah terdapat 25.759 (dua 

puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) aduan masyarakat melalui portal 

Patrolisiber dengan total kerugian mencapai Rp5.050.000.000.000.000 (lima triliun 

lima puluh). Penipuan online merupakan jenis tindak pidana yang paling 
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tinggi terjadi. Penipuan secara online yang dimaksud dalam e-commerce adalah 

penipuan secara online yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan 

perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang 

konvensional yang nyata. Total laporan penipuan online mencapai 

8.541(delapan ribu lima ratus empat puluh satu) kasus. 
 

13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Penipuan online merupakan salah satu tindak kejahatan yang banyak 

dilaporkan. Sejak Januari hingga September 2020, penipuan online berada di posisi 

kedua teratas. Sekitar 28,7% kejahatan siber berasal dari kategori tersebut.Sejak 

2016 hingga 2020 (September), total 7.047 kasus penipuan online dilaporkan. 

Apabila dirata-rata, maka terdapat 1.409 kasus penipuan online tiap 

tahunnya.Penipuan online marak terjadi melalui media sosial. Modusnya pun 

berbeda-beda, mulai dari rekayasa sosial (social engineering), menjual produk di 

bawah harga pasar hingga membatasi komentar pada unggahan terkait. 

 

Tidak pidana siber di Indonesia terjadi dan menyebar di seluruh wilayah 

Indonesia. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan tingkat tindak pidana 

siber tertinggi di Indonesia. Selama lima tahun terakhir, jumlah kasus tindak 
 
 
 
 

13 Kepolisian Republik Indonesia (Polri), 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-
tiap-tahun 
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pidana siber yang dilaporkan mencapai 5.265 (lima ribu dua ratus enam puluh 

lima) kasus. Sedangkan Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan jumlah 

kasus terendah di Indonesia, yakni hanya sebesar 21 (dua puluh satu) kasus. 
 

Dalam skripsi ini, penulis lebih menekankan penegakan hukum kepada 

salah satu bentuk kejahatan dalam transaksi elektronik yaitu kejahatan penipuan 

akibat transaksi jual-beli barang melalui online (internet). Tindak pidana penipuan 

menurut ketentuan Pasal 378 KUHP adalah; 

 

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun 

rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan 

barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun 

menghapuskan piutang”. 
 
 

Kemudian tindak pidana penipuan akibat transaksi online ini 

mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana 

penipuan pada ketentuan Pasal 378 KUHP dihubungkan (juncto) dengan 

ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:“Setiap Orang dengan sengaja 

dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” 

 

Dengan sanksi pidana pada ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UU No 11 Tahun 

2008 tentang ITE yang berbunyi:“Setiap Orang yang memenuhi unsur 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ).” 

 

Dari delik penipuan di atas menerangkan bahwa penipuan bisnis online 

adalah penipuan yang terjadi karena adanya rekayasa atau kebohongan informasi 

elektronik oleh pelaku kejahatan dalam bisnis online kepada orang lain sehingga 

menggerakan orang lain untuk membeli sejumlah barang kepadanya untuk 

kepentingan pelaku. Penipuan ini dimulai dari trend banyak orang yang membuka 
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usaha mereka dengan menggunakan sistem online karena tidak perlu 

mengeluarkan uang untuk membuka tempat berjualan, mudah dalam 

mempromosikan barang mereka dengan mendaftar 1 akun untuk masuk forum 

disitus forum seperti tokobagus.com atau kaskus.net. adanya hal ini, membuat 

orang yang ingin membuka usaha beralih dengan bisnis online. 

 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan transaksi jual-beli di internet 

hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain, kasus tersebut terjadi karena tidak 

adanya perjanjian jual-beli secara tertulis yang dapat menguatkan para pihak sebagai 

bukti sehingga muncul kejahatan dari salah satu pihak dalam transaksi jual-beli secara 

online. Sebelum adanya Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

penanganan mengenai kejahatan dunia maya e-commerce sulit untuk diselidiki karena 

kurangnya unsur-unsur pengaturan kejahatan ini pada ketentuan Pasal 378 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian pihak kepolisian sulit mencari alat bukti 

dalam menangkap pelaku penipuan bisnis online karena tidak adanya saksi didalam 

transaksi jual-beli, tidak adanya perjanjian jual-beli hanya berdasarkan kepercayaan 

satu sama lain dengan perjanjian jual-beli lisan sehingga walaupun polisi sudah 

menangkap pelaku dengan bukti sebuah buku rekening dengan sejumlah uang yang 

ditransfer korban, tetap saja belum bisa membuktikan tersangka sebagai pelaku tindak 

pidana. Padahal menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (1) bagian A butir 2 KUHAP, dalam 

pemeriksaan polisi berkewajiban mencari bukti-bukti yang nyata tersangka 

melakukan tindak pidana. Untuk bisa membawa perkara untuk lanjut ketahap 

penuntutan, setidaknya penyidik menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. 

Sehingga apabila penyidik tidak bisa menemukan minimal 2 alat bukti maka menurut 

ketentuan Pasal 7 Ayat (1) butir I KUHAP, penyidik dapat melakukan penghentian 

penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). 

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan 

pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan 

melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi 

terbaru dalam dunia internet, walaupun sekarang ini sudah adanya Undang-Undang 

No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi perlindungan dan 

kepastian 
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hukum bagi para pengguna internet yang mau membeli dan menjual barang di 

Internet masih belum mencukupi. Dari latar belakang tersebut membuat penulis ingin 

meneliti lebih jauh mengenai tindak pidana tersebut yang sekarang ini banyak terjadi 

tetapi perkaranya sebagian besar masih belum sampai tahap persidangan. 

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan 

judul “ANALISA HUKUM TERHADAP DELIK PENIPUAN MELALUI 
 

MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG 

HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” 
 
 
 

 

B.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana konsep delik penipuan melalui media elektronik berdasarkan 

ketentuan pasal 378 KUHP dan pasal 28 UU No 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tersebut? 

 
2. Bagaimana pemidanaan terhadap delik penipuan melalui media elektronik 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 83/Pid.B/2022/Pn.Smg tanggal 7 April 

2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 518/Pid.Sus/2019/Pn Mks tanggal 26 

Juni 2019? 

 
 

 

C. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 

1.Maksud Penelitian 

 

a. Untuk mengetahui analisa hukum terhadap delik penipuan melalui media 

elektronik yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No 11 Tahun 

2008 
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2.Tujuan Penelitian 

 

a. Untuk mengetahui konsep delik penipuan melalui media elektronik 

berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP dan pasal 28 UU No 19 Tahun 

2016 perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 
 

b. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap delik penipuan melalui media 

elektronik dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

83/Pid.B/2022/Pn.Smg tanggal 7 April 2022 dan Putusan Pengadilan 

Negeri Nomor 518/Pid.Sus/2019/Pn.Mks tanggal 26 Juni 2019 

 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang Lingkup Penelitian merupakan pokok dari latar belakang yang 

berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah diuraikan. Dengan pemahaman 

latar belakang yang peneliti uraikan serta isu hukum yang telah dirumuskan, maka 

peneliti akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak 

pidana penipuan melalui media elektronik. Selain itu, penulis juga akan 

menguraikan penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui media elektronik 

elektronik yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE). 

 
 

 

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1.Kerangka Teoritis 

 

a. Teori Penegakan Hukum 

 

Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris Law enforcement, dan dalam 

bahasa belanda disebut rechtsshandhaving. Secara umum penegakan hukum meliputi 

kegiatan atau tindakan yang bersifat preventif (upaya pencegahan melalui sosialisasi, 

negoisasi, supervisi, nasehat dan sebagainya) maupun tindakan yang bersifat refresif 

(upaya penindakann yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, 
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pemeriksaan, penuntutan sampai kepada penerapan sanksi administrative, perdata 

maupun hukum pidana).
14 

 

Di Indonesia, banyak ahli hukum yang mengemukakan teori penegakan 

hukum. Namun dari beberapa teori yang ada, khusus dalam penelitian ini 

menggunakan teori penegakan hukum Sudarto, yang dijadikan sebagai landasan 

teorinya, Sudarto memberikan arti penegakan hukum adalah perhatian dan 

penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-

sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang 

mungkin akan terjadi (onrecht in potentie).
15 

  

Selanjutnya, menurut Sudarto
16

 di dalam proses penegakan hukum 

terdapat tiga kerangka konsep yang dapat di bagi, diantaranya yaitu: 

 

a. Konsep Penegakan Hukum Preventif (pencegahan) 

 

Penegakan hukum preventif (pencegahan) adalah suatu tindakan yang 

diberikan oleh pihak berwajib dan berwenang sebelum penyimpangan sosial 

terjadi agar suatu tndak pidana atau pelanggaran dapat diredam atau dicegah. 

Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui 

pendidikan, bimbingan, pengarahan dan ajakan. 

 

b. Konsep Penegakan Hukum Refresif (penindakan) 

 

Penegakan hukum refresif (penindakan) adalah suatu tindakan aktif yang 

dilakukan oleh pihak yang berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi, 

tujuannya adalah agar penyimpangan yang terjadi tersebut dapat dihentikan. 

Penegakan hukum refresif dilakukan berdasarkan aturan hukum acara pidana yang 

berlaku. 

 

c. Konsep Penegakan Hukum Kuratif (perbaikan).  
 
 
 

 
14 Jur. Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 48-49.

  

15 Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum 
Di Indonesia, 2017,Prenada Media, Jakarta, hlm. 141. 

16 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm 81.
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Penegakan hukum kuratif (perbaikan) adalah suatu tindakan yang 

dilakukan oleh pihak berawajib setelah terjadinya penyimpangan sosial. Tindakan 

ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan 

agar dapat menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki kehidupan. Sehingga 

dikemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya. 

 

b. Teori Kepastian Hukum 
 
 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa 

hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya 

dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat 

kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum 

bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan 

keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.
17 

 
 

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya 

sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam 

memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu 

mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan 

negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif . 

 

2.Kerangka Konseptual 

 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman 

terhadap judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau 

arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi. 

 

1. “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang 

mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.” 
 
 
 

 
17 Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, 

PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 24 
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2. “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak 

atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur 

sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan 

hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.” 
 

3. “Penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, 

martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan 

orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.” 
 

4. “Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) adalah kejahatan yang dilakukan 

dengan mempergunakan media internet sebagai alat untuk menjalankan 

aksinya.”
18

 
 

5. “Transaksi Elektronik (E-commerce) adalah Transaksi Elektronik atau 

disingkat E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut 

konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan 

menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu E-commerce sudah 

meliputi seluruh spectrum kegiatan komersial.”
19

 
 

6. “Bisnis Online adalah suatu usaha yang dipasarkan melalui internet 

dengan berbagai macam cara sehingga dapat menghasilkan uang. Di dalam 

bisnis online banyak sekali kelebihannya di bandingkan bisnis offline.” 

 
 

 

F. Metode Penelitian  

 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, 

sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau gejala 

hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Adapun metode yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Jenis Penelitian  
 
 
 

 
18 Niniek Suparni, Op.Cit, hlm 31.

  

19 Budi Suhariyanto, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), urgensi 
Pengaturan dan Celah Hukumnya,, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 48. 

 

 

14  Universitas Kristen Indonesia 



 
 
 
 

Dalam hal ini menggunakan metode Penelitian Normatif Sebagaimana di 

ketahui mengenai pembahasan ilmu hukum di kenal secara umum yakni dua 

model penelitian, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah 

”langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.
20

 Pada 

penelitian hukum nornatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka 

penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi 

penyusunan kerangka konsepsionil mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun 

kerangka konsepsionil di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan.
21 

  

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum 

yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya 

hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti 

orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum 

empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. 

 

2. Metode Penelitian 

 

Dalam penelitian memakai Metode Pendekatan Kasus (Case Aprroach) . 

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah 

ratio decidendi, yaitu alasan-asalan hukum yang digunakan oleh hakim untuk 

sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, yang disitr oleh Peter Mahmud 

bahwa ratio decidendi dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiel
22

. 

Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya 

asalkan tidak terbukti sebaliknya. 

 

3. Sumber Data  
 
 
 
 
 

20 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta, hlm. 3
  

21 Soerjono Suekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-
UI Press cetakan ke-3 hlm 54. 

22 Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta, hlm. 158.
 

 

 

15  Universitas Kristen Indonesia 



 
 
 
 

Sumber data penelitian ini berasal dari data kepustakaan. Sedangkan jenis 

data yang akan digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil 

penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni 

melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal 

yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan azas-

azas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan 

hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain : 

 

a. Bahan hukum primer  

 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa 

peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum 

sebagai berikut : 

 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

 

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE). 

 

b. Bahan hukum sekunder 

 

Bahan hukum sekunder yaitu baham yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, pendapat para pakara dan karya-karya ilmiah yang bekaitan dengan 

hukum pidana. 

 

c. Bahan hukum tersier 

 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, 

Ensiklopedia dan sejarah hidup (bibliografi). 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data ini dilakukan memakai alat yang dikumpul dengan data 

yaitu studi kepustakaan, atau studi dokumen dengan tujuan pengumpulan data 
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sekunder yang berhubungan melalui kendala yang diusulkan, melalui mempelajari 

buku, jurnal hukum, hasil penelitian yang mengacu pada KUHP dan UU ITE. 

 

5. Analisis Data 

 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, 

dalam arti menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif 

sehingga memudahkan pemahaman dan interprestasi data. analisis data dilakukan 

secara komprehensif dan lengkap, sehingga dapat disimpulkan secara deduktif 

interprestasi. 
 
 
 

 

G. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan terdiri dari lima bagian yang terdiri dari : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

 

Dalam Bab ini akan menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teoritis dan 

konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka menjadi judul dari Bab II yang di berisi landasan teori 

tentang penegakan hukum, tindak pidana penipuan, kejahatan dunia maya 

(Cybercrime), Transaksi Elektronik, dan Bisnis online. 

 

BAB III : KONSEP DELIK PENIPUAN MELALUI MEDIA 

ELEKTRONIK BERDASARKAN PASAL 378 KUHP DAN PASAL 28 UU 

NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UU NO 11 TAHUN 2008 

 

Dalam Bab ini berisikan tentang konsep pemidanaan delik penipuan melalui 
 

media elektronik berdasarkan pasal 378 KUHP dan pasal 28 UU Nomor 19 Tahun 
 

2016 
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BAB IV : PEMIDANAAN TERHADAP DELIK PENIPUAN MELALUI 

MEDIA ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

NOMOR 83/Pid.B/2022/Pn.Smg tanggal 7 April 2022 DENGAN PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI NOMOR 518/Pid.Sus/2019/Pn.Mks tanggal 26 Juni 

2019 

 

Dalam Bab ini membahas tentang pemidanaan terhadap delik penipuan 

melalui media elektronik dalam Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/Pn.Smg dengan 

Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2019/Pn.Mks berdasarkan posisi kasus dan juga 

dakwaannya. 
 
 

BAB V : PENUTUP 

 

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan sar 
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